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P U T U S A N

Nomor 0624/Pdt.G/2023/PA.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

Sidang  Hakim  Tunggal  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam

perkara Cerai Gugat antara; 

Penggugat  , umur  32  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  xxxxx  xxxxxx  xxxxx,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  xxxxx  xxxxxxxxx,  xx  xxx  xx  xxx,  xxxx

xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  Kabupaten Klaten,

sebagai  Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah

Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx

xxx,  xxxx  xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx,  Kabupaten

Klaten,  saat  ini  tidak  diketahui  alamatnya  yang  jelas

dan  pasti  di  wilayah  Republik  Indonesia,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat   serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  telah mengajukan  gugatan perceraian  tertanggal  04

Mei  2023 yang  telah  didaftar dalam  Register  Perkara Nomor

0624/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal  04 Mei  2023 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:
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1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru

Provinsi Maluku, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

161/04/IX/2008,  tertanggal  27  Agustus  2008. Pada  saat  menikah

Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah kediaman bersama yang berada di Daerah Maluku selama 7 tahun

dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :  Bella Dian Lestari binti Widi

Hartanto, Perempuan, lahir di Grandeng, 11-05-2009, usia 13 tahun; saat

ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa  sejak  Oktober  2015  Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat,

Tergugat pergi untuk tanpa alasan;

4. Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;

5. Bahwa  kepergian  Tergugat  sampai  saat  ini  sudah  7  tahun  7  bulan.

Selama  kepergian  tersebut  Tergugat  tidak  pernah  kembali  dan

menghubungi Penggugat;

6. Bahwa sejak Tergugat  pergi  meninggalkan Penggugat  tersebut,  maka

Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat sebagaimana

tersebut diatas;

7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang

tanpa alasan yang jelas  dan sah dan selama itu  Tergugat  tidak  pernah

pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang

jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

8. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
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Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan jatuh talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT );

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa,  Hakim telah   berusaha  mendamaikan  dengan  menasehati

Penggugat  agar  berpikir  untuk  tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi

Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK x tertanggal 06

Juni 2022 yang dikeluarkan di xxxxxxxxx xxxxxx yang bermeterai cukup

dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan   Agama   (KUA)

Kecamatan  Waeapo, Kabupaten  Buru  Provinsi  Maluku,  Nomor

161/04/IX/2008, tertanggal 27 Agustus 2008, yang bermeterai cukup dan
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telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Asli  Surat  Keterangan kepergian  Tergugat  Nomor  x  tanggal  04

Mei 2023 yang dikeluarkan Kepala  xxxx xxxxxxxx,  xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi :  

1. SAKSI 1,  umur 49  tahun,  agama  Islam, pekerjaan  Perangkat  Desa,

bertempat tinggal  di Dukuh  Balemuda,  Rt 014 Rw 004, xxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,  telah  memberikan keterangan di

bawah sumpah sesuai  dengan agama dan kepercayaannya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

-___________________________________________________________________

Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  sebagai

tetangga Penggugat;

-___________________________________________________________________

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

menikah  di  Maluku,  dan  keduanya  telah  dikaruniai  1  orang  anak

diasuh Penggugat;

-___________________________________________________________________

Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah

tinggal bersama di Maluku, dan Tergugat pernah pulang ke Klaten;

-___________________________________________________________________

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

rukun, namun  sejak 7  tahun  lebih  antara  Penggugat dan Tergugat

telah  pisah  rumah, disebabkan  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat,  Tergugat  tidak  pernah  pulang  dan  tidak  pernah  kirim

kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas; 

-___________________________________________________________________

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat

dan sudah tidak ada kabar beritanya bahkan sudah tidak diketahui

alamat keberadaannya;

-___________________________________________________________________

Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mungkin  lagi
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dipertahankan,  Penggugat  sudah  bersikeras  untuk  bercerai  dari

Tergugat;

2. SAKSI  2,  umur 60  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  tani,  bertempat

tinggal di KABUPATEN KLATEN, telah memberikan keterangan di bawah

sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya

sebagai berikut:

-___________________________________________________________________

Bahwa saksi  kenal  Penggugat dan Tergugat karena sebagai  ayah

kandung Penggugat;

-___________________________________________________________________

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang

menikah pada tahun 2008 di Maluku, dan keduanya telah dikaruniai

1 orang anak diasuh Penggugat;

-___________________________________________________________________

Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  setelah  menikah

tinggal bersama di Maluku, Tergugat pernah pulang ke Klaten;

-___________________________________________________________________

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

rukun,  namun  sejak  tahun  2015  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah  pisah  rumah, disebabkan  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat,  Tergugat  tidak  pernah  pulang  dan  tidak  pernah  kirim

kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas; 

-___________________________________________________________________

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat

dan sudah tidak ada kabar beritanya bahkan sudah tidak diketahui

alamat keberadaannya;

-___________________________________________________________________

Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  mungkin  lagi

dipertahankan,  Penggugat  sudah  bersikeras  untuk  bercerai  dari

Tergugat;
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Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan   Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah  melakukan

perkawinan  secara  islami,  maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Pasal  49 ayat  (1)  Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Nomor 50 Tahun 2009); 

Menimbang,  bahwa berdasarkan surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka perkara ini secara

relatif  juga  merupakan  kompetensi  Pengadilan  Agama  Klaten  untuk

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang,  bahwa   telah  berupaya  mendamaikan  pihak  Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan

Pasal  130 HIR jo  Pasal  82 Undang Undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
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Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang  sebagai  mangkir/abai  dan  tidak  ada  hak  baginya.“

(Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini   tidak  menempuh  prosedur

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat)  tidak hadir sehingga tidak dapat

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan, oleh karena itu  membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-

dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan,  dan  berdasarkan  Bukti  P.1,  Penggugat  berdomisili  di  wilayah

hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

(1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan
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menyelesaikan  Perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2 (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat

formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

menjelaskan  bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

sudah  bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  dalil-dalil gugatan  Penggugat  angka  4  dan  5,  adalah  fakta  yang

dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  171  HIR,  sehingga

keterangan saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat  diterima

sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  telah

dikuatkan  dengan  bukti  surat  dan  bukti  saksi  telah  diperoleh  fakta  sebagai

berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah

sejak tanggal 27 Agustus 2008;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat pisah rumah  selama lebih  dari  7  tahun,

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara  Penggugat  dan  Tergugat terus menerus  terjadi  perselisihan

dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2.  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat pisah rumah  selama lebih dari  7  tahun,
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Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat  Pleno

Kamar,  khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan:  ”Gugatan

cerai  dapat  dikabulkan  jika  fakta  menunjukkan  bahwa  rumahtangga  sudah

pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai

tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu

pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai  suami

istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang

ditemukan  dalam  persidangan.  Surat  Edaran  tersebut  kemudian

disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

2018,  juga  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar,

khususnya Rumusan Kamar Agama huruf A angka 1 yang menyatakan bahwa

“Hakim  hendaknya  mempertimbangkan  secara  cukup  dan  seksama  dalam

mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga

perkawinan yang bersifat  sakral,  mengubah status hukum dari  halal  menjadi

haram,  berdampak  luas  bagi  struktur  masyarakat  dan  menyangkut

pertanggungjawaban  dunia  akhirat,  oleh  karena  itu  perceraian  hanya  dapat

dikabulkan jika sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara

nyata telah terbukti”;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta-fakta  di  atas,  yaitu  tidak

berhasilnya  usaha  damai  pihak  keluarga,  terpisahnya  Penggugat  dengan

Tergugat selama 7 tahun lebih tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah
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pihak  tidak  lagi  menjalankan  kewajiban  masing-masing  sebagai  suami  istri,

maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat

telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten  pada hari

Kamis  tanggal  14  September   2023  Masehi bertepatan  dengan  tanggal  28

Shafar  1445 Hijriyah. Oleh kami  Rusdi, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal,

berdasarkan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor

34/KMA/HK.05/3/2020  tertanggal  19  Maret  2020  Tentang  Pemberian  Izin

Persidangan  dengan  Hakim  Tunggal,  putusan  mana  pada  hari  itu  juga

diucapkan  dalam sidang terbuka untuk  umum oleh  Hakim Tunggal  tersebut
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dengan dibantu oleh Endang Talib S.H.I,  M.H,  sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim 

          

      ttd

Rusdi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

           

ttd

   Endang Talib S.H.I, M.H

Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya pendaftaran : Rp.        30.000,00
2. Biaya proses : Rp.        75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.       350.000,00
4. Redaksi : Rp.        10.000,00
5. Meterai : Rp.        10.000,00
6. PNBP : Rp.            20.000,00  
Jumlah : Rp.       495.000,00 

 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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